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ABSTRAK 
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Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya (Studi 

Kasus Di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan). Skripsi, 

Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH, M.Hum Pada 

Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah. 
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Tangga 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak berjalannya tahapan pemrosesan 

sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R Halong Berseri pada bagian 

daur ulang dikarenakan kurangnya sarana prasarana di TPS 3R halong Berseri 

sehingga pemrosesan akhir sampah tidak berjalan dengan maksimal guna 

pengurangan sampah yang ada di TPS 3R Halong Berseri tersebut agar sampah 

yang ada di TPS 3R Halong Berseri tidak tertumpuk.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perbup 

Balangan No 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sejenisnya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mengidentifikasi 

kendala dalam implementasi tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara 

dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) bagian pengelolaan 

sampah, petugas TPS 3R Halong Berseri dan juga beberapa tokoh masyarakat 

yang ada di Desa Halong. 

Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Balangan 

Nomor 38 Tahun 2018 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terlihat dari 

beberapa faktor, SDM seperti sarana prasarana, belum disediakan alat untuk 

pemrosesan sampah, alat angkut dan juga Kurangnya anggaran biaya dari 

pemerintah dan kurangnya sosialisasi dan informasi dari pihak implementor 

mengenai Peraturan Bupati ini. Kendala lainnya ialah tidak adanya penindakan 

serta sanksi yang tegas dari aparat terhadap pelanggar terhadap membuang 

sampah sembarangan dan juga kesadaran masyarakat yang masih rendah juga 

menjadi kendala dalam implementasi peraturan ini.


